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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah tertera dan diuraikan di bab 

sebelumya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bentuk jawaban 

atas rumusan masalah dalam penulisan hukum sebagai berikut : 

Dasar pertimbangan hakim yang rasional sehingga terjadi disparitas 

pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri 

Wates adalah karena hakim mempunyai independensi masing-masing 

yang artinya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain memiliki 

pemikiran yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan perbedaan 

putusan, karena pada dasarnya hakim tidak dapat diintervensi ketika 

menjatuhkan suatu putusan. Beberapa faktor yang dapat menjadi 

pertimbangan Hakim adalah : 

a. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; 

b. Motif dan tujuan di balik pelaksanaan suatu tindak pidana; 

c. Cara melakukan tindak pidana; 

d. Keadaan mental atau emosional dari pelaku tindak pidana; 

e. Latar belakang kehidupan dan status sosial-ekonomi; 

f. Perilaku dan respons pelaku setelah melakukan tindak pidana; 

g. Dampak pidana terhadap masa depan pelaku; 

h. Stigma masyarakat mengenai tindakan pidana yang dilakukan 

oleh pelaku. 
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B. Saran 

Tanggapan Penulis terhadap kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

Dasar pertimbangan hakim yang rasional sehingga terjadi disparitas 

pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Wates 

disebabkan salah satunya adalah ketika hakim mempertimbangkan berkas 

perkara tanpa hadirnya pelanggar dalam persidangan. Dengan adanya 

persidangan tanpa kehadiran pelanggar, diharapkan hakim dapat 

menetapkan besaran denda tilang dengan mempertimbangkan tidak hanya 

faktor-faktor yang terkait dengan pelaku pelanggaran, tetapi juga aspek 

lain seperti kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Wates, Kabupaten 

Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertujuan 

untuk mencapai tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. 
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